


73

lemahnya pelaksanaan Perda ini.

B. SARAN

Untuk mengoptimalkan pengawasan hukum terhadap pelanggaran

peraturan penjualan minuman keras di Kota Tangerang, pemerintah daerah

perlu melakukan peningkatan alokasi sumber daya secara substansial bagi
aparat penegak hukum, termasuk penambahan personel, anggaran operasional,
dan modernisasi sarana prasarana. Selain itu, penegakan hukum harus
dilakukan secara lebih tegas dan Konsisten tanpa toleransi terhadap ]
pelanggaran untuk menciptakan efek jera yang kuat dan memastikan  ‘
kepatuhan.

1. Pemerintah Kota Tangerang perlu meningkatkan efektivitas penga
terhadap pelaksanaan Perda No. 7 Tahun 2005. parat penegak ht
fasilitas yang memadai dalam penegakan hukum sehingga
masyarakat terhadap regulasi ini dapat semakin solid dan kon

2. Perlu dilakukan sosialisasi yang berkelanjutan kepada m:
pelaku usaha mengenai bahaya minuman keras
hukumnya. Rendahnya kesadaran hukum masya

efektivitas peraturan. Oleh karena itu, ed






